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1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah 
Agung tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil 
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 
ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen 
Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-
fakta sebagai berikut: 

a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keauntentikannya 
dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik. 

b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan 
hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat 
Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil. 

c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, 
sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang 
di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-  
Madura (RBg). 

d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua 
Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-
surat pendukung. 

e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan 
sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya 
mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan 
Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan. 

f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim 
mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, 
SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. 
Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin 
untuk melaksanakan Putusan Serta Merta. 

2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta 
Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia 
Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar 
Jawa - Madura (RBg). 

3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua 
Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri 
dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati 
dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan 
tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil 
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui 
(HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) 
serta Pasal 332 Rv. 



4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, 
Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama 
tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan 
(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang 
menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti. 

b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. 

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana 
hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan 
kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. 

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) 
setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. 

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas 
dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. 

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in 
kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang 
diajukan. 

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht. 

5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim 
Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, 
turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi 
Agama. 

6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan 
Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil 
dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim 
ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua 
Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. 

7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, 
sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari 
dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. 

8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, 
SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh 
dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam 
pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap 
Pejabat yang bersangkutan. 
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tembusan Yth: 

1. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. 



2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. 

 


